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KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 020 /92 /SKI/SEKRE-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Panitia Penerima hasil
pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

b. bahwa Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang
Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau
menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun
1979;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara (Lembaran Negara Rl tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran
o Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daarah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4609);

8. Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan;

9. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 6);
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14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Sdr. JUNAIDI NIP.
19791002 200801 1 004 sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini

bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat dalam hal penerima hasil pekerjaan;

Tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah:

1. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan
membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;

Meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah barang/jasa;

Membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang/jasa.

Jangka waktu tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dilaksanakan

. selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2020, dan bertangung jawab kepada

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

. sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2020
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Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar di Padang;
Sdr. Ka. Inspektorat Prov. Sumbar di Padang;
Sdr. Ka. Biro Adm. Pengadaan Pengelolaan Brg. Aset Setda Prov. Sumbar di Padang;



